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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelakn Tindak
Kejahatan Seksual (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/202 1/PN.Mtr dan
Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb”. Rumusan masalah pada
penelitian ini berfokus kepada bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap
anak pelaku dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus. Anak/PN.Mtr dan Putusan Nomor
15/Pid.Sus.Anak/PN-Jmb, dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak
pelaku tindak pidana kejahatan seksual berdasarkan asas sistem peradilan pidana
anak pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr dan Putusan Nomor
15/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb. Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui
dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana
kejahatan seksual pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr dan
Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb dan bertujuan untuk dapat
mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku
tindak pidana kejahatan seksual berdasarkan asas sistem peradilan pidana anak
pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr dan Putusan Nomor
15/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb. Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini
menggunakan penclitian hukum normatif. Maraknya tindak pidana kejahatan
seksual terhadap anak dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu
permasalahan serius yang harus dihadapi dan membutuhkan penanganan khusus
dalam penyelesaiannya, Penanganan khusus ini tidak hanya diberikan kepada
anak sebagai korban, tetapi juga kepada anak scbagai pelaku tindak pidana
kejahatan seksual. Tindak pidana kejahatan seksual dalam hal ini tindak pidana
persetubuhan dengan anak telah diatur di dalam Undang ~ Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Kejahatan Seksual, Pidana Anak, Penerapan Sanksi

Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu, y_~
NIP. 197711032008012010 NIP. 198812032011012008
Kepala Bagian Hykum Pidana,
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Rd.Muhammad Ikhsan, S.H.. M.H.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Menurut Hans Kelsen yang merupakan salah satu tokoh hukum menyatakan
bahwa hukum merupakan suatu peraturan atau sistem yang mengatur pola perilaku
manusia, dan hukum tidak berupa suatu aturan tunggal, tetapi merupakan aturan
yang satu kesatuan dan menjadi sebuah sistem dalam kehidupan masyarakat.!
Kebijakan hukum pidana atau penal policy merupakan suatu upaya rasional untuk
menanggulangi kejahatan dengan menggunakan saranahukum pidana.? Dalam
usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada dasarnya juga
merupakan upaya penegakan hukum. Maka dari itu, hal ini berkaitan erat dengan
politik hukum pidana, atau kebijakan hukum pidana ini jugamerupakan bagian dari
kebijakan penegakkan hukum. Adanya kebijakan hukum pidana ini bertujuan untuk
penanggulangan kejahatan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia
kebijakan hukum pidana ini berupa peraturanperundang — undangan.
Terdapat lima norma yang berlaku dan ada di dalam masyarakat, yaitu
norma agama, norma hukum, norma kebiasaan, norma kesusilaan dan norma

kesopanan. Norma — norma yang ada tidak boleh dilanggar karena dapat merusak

! Jimly Asshidigie dan Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, (Jakarta: Sekjen
dan Kepaniteraan MK-RI), 2006, hlm. 18.

2 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya
Bhakti), 2017, Cet. 6, hilm. 29.



harkat dan martabat seseorang, seperti melanggar norma kesusilaan dengan
melakukan tindak pidana asusila atau pencabulan.’

Tindak Pidana Kesusilaan merupakan segala perbuatan yang merujuk pada
hal —hal berbau seksual, dimana perilaku tersebut dilakukan oleh satu pihak tertentu
yang merugikan pihak lainnya yang berdampak pada perasaan korban, serta
memicu timbulnya rasa marah, rasa malu dan terlukanya harkat, martabat korban
pelecehan. Hal ini merupakan hal bukan merupakan kehendak korban untuk
mendapatkan perilaku tersebut, begitu pula dengan pemaksaan untuk melakukan
hubungan intim maupun pelecehan lainnya secara verbal maupun secara fisik
terkait hal seksual.* Perbuatan tindak pidana pencabulan atau tindak pidana
kesusilaan ini salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum serta telah diatur di
dalam Kitab Undang — Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga melanggar hak
asasi manusia karena merusak martabat kemanusiaan.

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang telah melekat dan dimiliki
oleh seseorang sejak ia lahir ke dunia.® Di Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM)
diatur dalam Undang — Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Tindak pidana pemerkosaan ini merupakan salah satu pelanggaran terhadap Hak

Asasi Manusia karena dianggap sebagai sebuah perbuatan yang

3 Christiani Widowati, “Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan ", Jurnal
Hukum Vol4(1), 2013, hlm. 151. https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-
ADIIL /article/view/31, diakses pada tanggal 23 September 2022.

* Bimasa Zebua, dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak
Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Mengakibakan Cacat Seumur Hidup dan Kehamilan
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3440/Pid.Sus/2019) ", Jurnal Hukum dan
Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol.2(2), 2021, hlm. 303.
https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/download/3947/2858, diakses pada tanggal 18
Agustus 2022.

5 Undang — Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor
3886)




merebut atau mengambil secara paksa hak — hak orang lain, khususnya kaum
perempuan, dimana seharusnya kehormatan seorang perempuan merupakan hal
yang harus dilindungi. Apabila seorang perempuan menjadi korban dalam
perkosaan ini akan mengalami trauma untuk jangka waktu yang lama. Korban akan
dirugikan secara psikis dan kejiwaannya, hal tersebut akan menjadi pengalaman
buruk dan menjadi sebuah beban yang harus ia tanggung seumur hidupnya, dan
menimbulkan depresi hingga dorongan — dorongan untukmengakhiri hidupnya
sendiri. ¢ Tidak hanya bagi korban secara langsung, hal ini juga berdampak kepada
keluarga korban. Dimana korban dan keluarga korban diasingkan di dalam
lingkungan masyarakat.

Tidak hanya seorang perempuan dewasa yang dapat menjadi korban tindak
pidana pemerkosaan, tetapi hal ini juga dapat terjadi pada anak yang masih kecil
atau belum cukup umur, bahkan tidak jarang korban merupakan anak yang belum
memiliki pengetahuan terkait hal — hal seksual, maupun apa itu hubungan seksual.
Di Indonesia, keadaan dimana anak sebagai pelaku tindak pidana semakin
mengkhawatirkan, hal ini marak terjadi dilakukan oleh anak, dimana korban tindak
pidananya juga merupakan seorang anak.

Terdapat beberapa peraturan perundang —undangan yang mengatur tentang
anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan, yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai

umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah dan belum

® Melisa Halimatus, “Penegakkan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Percobaan Perkosaan”, Indonesia Journal of Criminal Law, 2021, hlm.79.
http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/30910, diakses pada tanggal 19 Agustus 2022.




pernah kawin.” Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang — Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih
berada di dalam kandungan. ® Kemudian, dapat disimpulkan bahwa yang disebut
anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum
melangsungkan perkawinan. Walaupun telah belum mencapai usia 21 tahun tetapi
anak telah melakukan perkawinan, maka akan dianggap telah dewasa.

Anak yang melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana biasa dikenal
sebagai Anak yang Berkonflik Hukum (ABH), Anak yang Berkonflik Hukum
(ABH). Menurut Pasal 1 angka 3 Anak Berkonflik Hukum (ABH) adalah anak yang
telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapanbelas)
tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam proses peradilan pidananya,
anak tetap mendapatkan perlindungan atas hak — haknya, diperlakukan secara
manusiawi dan diperhatikan kebutuhan yang sesuai dengan umurnya.

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia penerus generasi bangsa,
tentu harus dilindungi hak — haknya. Akan tetapi, kejahatan yang dilakukan oleh

anak tetap harus melewati proses hukum apabila perbuatan anak dianggap telah

7 Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3143).

8 Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang — Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).



merugikan pihak lain sebagai korban secara moril, materiil dan menyangkut nyawa
seseorang.’

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI), pada tahun 2016-2020 terdapat 655 kasus kekerasan yang
dilakukan oleh anak sebagai pelaku. Pada tahun 2018 terdapat 139 kasus
kriminalitas anak dalam satu tahun yang kemudia meningkat menjadi 147 kasus
pertahunnya pada tahun 2019.!"° Meningkatnya tingkat kriminalitas dalam
kehidupan masyarakat ini pada umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi,
kurangnya kehidupan yang layak bagi masyarakat golongan menengah kebawah ini
tentunya menimbulkan dampak yang buruk, yaitu timbulnya niat buruk untuk
melakukan suatu tindak pidana guna memenuhi kebutuhan sehari — hari. Selain itu,
anak yang tumbuh di dalam lingkungan masyarakat menengah ke bawah seringkali
mendapatkan perilaku buruk dari orang tuanya, serta lingkup pergaulan yang
kurang baik untuk perkembangan diri anak.!! Dimana hal ini sesuai dengan teori
kriminologi kontrol sosial, dimana teori tersebut menyatakan bahwa seorang anak
dapat menjadi pelaku tindak pidana karena lingkungan sekitarnya.

Pesatnya perkembangan teknologi pada era modern ini juga dapat menjadi

salah satu pemicu timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, khususnya

® Bambang Purnomo, dkk, “Penegakkan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku
Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Polres Tegal)”, Jurnal Hukum Khaira
Ummah Vol.13(2), 2018, hlm. 45. http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2582,
diakses pada tanggal 21 Agustus 2022.

10 Reza Pahlevi, “Ini Jumlah Anak-Anak yang Jadi Pelaku Kekerasan di Indonesia”, 2022,
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/ini-jumlah-anak-anak-yang-jadi-  pelaku-
kekerasan-di-indonesia diakses pada tanggal 8 Maret 2023.

' Fransiska Novita Eleanora, “Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan
Tindak Pidana”, Lex Jurnalica Vol.10(3), 2013, hlm. 177. https://media.neliti.com/media/publicati
ons/18076-ID-sistem-pemidanaan-terhadap-anak-yang-melakukan-tindak-pidana.pdf, diakses pada
tanggal 21 Agustus 2022.




tindak pidana pencabulan. Karena dengan adanya kemajuan teknologi, anak akan
semakin mudah mengakses hal — hal yang bersangkutan dengan pornografi.'?
Akibatnya, hal tersebut menganggu perkembangan jiwa anak sebagai generasi
muda, yang apabila dikaitkan dengan mudahnya mengakses media yang
mengandung pornografi, menyebabkan kecanduan pada anak. Sehingga untuk
memenuhi nafsu seksualnya, dapat terjadi penyimpangan perilaku anak yang
berujung kepada tindak pidana.'? Selain itu, anak sebagai pelaku tindak pidana ini
juga dapat dilatarbelakangi oleh belum mampunya seorang anak untuk
membedakan mana hal yang baik dan yang buruk.

Pada dasarnya, dalam proses tumbuh kembang anak, anak cenderung sering
meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya, serta anak mudah dipengaruhi oleh
orang dewasa. Oleh sebab itu, dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak,
peran orang tua dan orang dewasa di sekitarnya sangat berpengaruh dalam
membentuk karakter anak saat proses pendewasaan nantinya. Kurangnya
pengawasan dan perhatian yang diberikan oleh orang dewasa disekitarnya dapat
menggiring anak ke dalam perilaku menyimpang. Penyimpangan perilaku anak
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan yang melanggar hukum atau
merupakan suatu tindak pidana. Pada akhirnya anak harus bertanggung jawab atas

perbuatannya.!'4

12 Bimasa Zebua, dkk, Op.Cit. hlm. 309.

13 Suci Flambonita, Vera Novianti, Artha Febriansyah, “Bahaya Pornografi Melalui Media
Elektronik Bagi Remaja Berbasis Penyuluhan Hukum”, Jurnal Abdidas Vol. 2(3), 2021, hlm. 605.
https://www.abdidas.org/index.php/abdidas/article/view/324/222, diakses pada tanggal 24 Februari
2023.

14 Melisa Halimatus, Op.Cit, hlm. 89.



Sistem peradilan pidana formal, dalam proses pertanggung jawabannya
anak akan dilabeli sebagai seorang narapidana. Narapidana memiliki makna yang
buruk, dan hal ini berdampak pada tumbuh kembang anak. Penyelesaian konflik
anak melalui proses peradilan formil yang berakhir dengan adanya pidana penjara
yang dijatuhkan kepada anak tidak sepenuhnya efektif dalam memberikan anak
efek jera dan mendorong anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik saat kembali
ke lingkungan masyarakat nanti. Pidana penjara ini seringkali membuat anak
menjadi lebih mahir dalam melakukan suatu tindak kejahatan.!

Sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian
perkara anak yang berhadapan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan
tahap pembinaan setelah menjalani proses pidana yang memberikan perlindungan,
keadilan, tidak adanya diskriminasi dan menjunjung tinggi kepentingan terbaik
bagi anak, dan tumbuh kembang anak.!® Dalam prosesnyapun harus menghindari
adanya perampasan kemerdekaan hak anak dan menjadikan pemidanaan sebagai
upaya terakhir dan menghindari pembalasan. Sistem peradilan pidana anak
merupakan peradilan khusus yang diadili di pengadilan anak dan sesuai dengan
Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak. Proses pencegahan, proses selama

peradilan berlangsung sampai dengan rehabilitasi dan reintegrasi dilakukan

15 Gregorius Hermawan Kristyanto, “Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative
Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Indonesia”, Jurnal Surya
Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 5(1), 2018, hlm. 461,
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/1543/1241, diakses pada tanggal 21
Agustus 2022.

16 Guntarto Widodo, “Slstem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif
Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Surya
Kencana Dua: Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6(1), 2016. Him. 80. http://openjournal.unpam.
ac.id/index.php/sks/article/view/339, diakses pada tanggal 21 Agustus 2022.




sebagai bentu pelaksanaan perlindungan terhadap hak anak yang berhadapan
dengan hukum (ABH), apabila anak telah terbukti melakukan tindak pidana dan
hakim telah menjatuhkan vonis kepadanya, anak akan diberikan rehabilitasi dalam
bentuk pembinaan.!”

Untuk meminimalisir adanya perampasan hak anak dalam proses peradilan
pidana, terdapat satu alternatif pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses
peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal ini disebut diversi yang
dilakukan melalui pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Pasal 1
angka 7 Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak (UU SPPA) juga menjelaskan tentang diversi. Dimana keadilan restorative
ini merupakan penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pihak pelaku,
korban serta keluarga kedua belah pihak yang kemudian secara bersama — sama
mencari penyelesaian yang adil.!®

Adanya keterbatasan peraturan mengenai kekerasan seksual di dalam Kitab
Undang — Undang Hukum Pidana berdampak kepada banyaknya kasus kekerasan
seksual yang tidak dapat diproses melalui jalur hukum, sehingga hal ini menjadi

latar belakang terciptanya Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual. Undang — Undang Nomor 12 Tahun

17 Neisa Ang-rum Adisti, dan Alfiyan Mardiansyah, “Implementasi Pasal 71 Ayat (3) dan
78 Ayat (2) Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Dalam Putusan Perkara Pidana Anak di Palembang”, Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol.
15(4), 2018, hlm. 28,
http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949587 &val=14663 &title=IMPLEM
ENTASI%20PASAL%2071%20AYAT%203%20DAN%2078%20AYAT%202%20UNDANG-
UNDANG%20NOMOR%20%2011%20TAHUN%202012%20TENTANG%20SISTEM%20PER
ADILAN%20PIDANA%20ANAK%20DALAM%20PUTUSAN%20PERKARA%20PIDANA%2
0ANAK%20DI1%20PALEMBANG, diakses pada tanggal 24 Februari 2023.

18 Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5332).




2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan peraturan perundang —
undangan yang menitikberatkan kepada pendampingan, restitusi dan memberikan
layanan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual dan rehabilitasi terhadap
pelaku.'”Undang — Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) ini
menjadi sebuah payung hukum dalam memberikan keadilan dan perlindungan
terhadap korban kejahatan seksual. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan
bahwa, “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang
memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang — Undang
sepanjang ditentukan dalam Undang — Undang ini.*’, hal ini menjelaskan bahwa
segala perbuatan yang memenuhi unsur sebagaimana dimuat di dalam UU TPKS
merupakan tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan pada Pasal 285 Kitab Undang — Undang Hukum Pidana tidak
dijelaskan mengenai adanya diversi dalam proses penyelesaian perkara
pemerkosaan terhadap wanita. Karena itulah dibutuhkan adanya kajian yuridis
mengenai penyelesaian perkara pidana anak sebagai pelaku kejahatan pemerkosaan
berdasarkan kepada asas sistem peradilan pidana anak, serta pertanggungjawaban
pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seksual.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan putusan Nomor

20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr sebagai bahan kajian. Putusan Nomor

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,
“UU TPKS Wujud Kehadiran Negara Lindungi Korban Kekerasan Seksual”, 2022,
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4015/uu-tpks-wujud-kehadiran-negara-
lindungi-korban-kekerasan-seksual, diakses pada tanggal 24 Februari 2023.

20 Pasal 1 Angka 1 Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (LN RI No.120 Tahun 2022, TLN RI No. 6792).
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20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr dengan terdakwa atas nama HG berjenis kelamin
laki — laki, lahir di Punia Jamak pada tanggal 11 Maret 2005. Pada saat melakukan
tindak pidana kejahatan seksual ini, anak pelaku HG berusia 16 Tahun. Upong
terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak
persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal
76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang

— Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kepada anak korban
inisal JAL yang pada saat itu berusia 12 tahun pada hari Minggu tanggal 27 Juni
2021, sekitar pukul 06.00 WITA, bertempat di kos — kosan Lingkungan Gebang
Baru, Kota Mataram. Anak HG dijatuhkan hukuman pidana penjara berupa
pembinaan dalam Lembaga BRSAMPK Paramita Mataram selama 1 (satu) tahun
dan 6 (enam) bulan.?!

Penulis juga menggunakan putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb
sebagai bahan kajian. Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb dengan
terdakwa atas nama IF berjenis kelamin laki — laki, lahir di Lampung pada tanggal
31 Maret 2004, pada saat melakukan tindak pidana Anak berusia 17 tahun. Imam
Fajri terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan
dengannya atau dengan orang lain.” Sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2)
UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang —
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang —

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17

21 pytusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr. https://putusan3.mahkamahagung.go.id
/direktori/putusan/zaec5962739d108ab7a4303933393532.html, diakses pada tanggal 12

September 2022.
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Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang — Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang — Undang kepada Anak Korban
SM yang merupakan kekasih dari anak pelaku IF pada hari Selasa tanggal 20 April
2021 sekitar pukul 20.30 WIB. Anak IF dijatuhkan hukuman pidana penjara selama
1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja pengganti pidana denda 2
(dua) bulan pidana di Bapas Jambi.?? Berdasarkan latar belakang diatas, maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PenerapanSanksi Pidana
Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Nomor
20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN-

Jmb)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka terdapat
beberapa permasalahan yang dapat penulis tuangkan sebagai rumusan masalah
yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak
kekerasan seksual pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr dan
Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb?

2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana
kejahatan seksual berdasarkarkan asas sistem peradilan pidana pada putusan
Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr dan putusan ~ Nomor

15/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb?

22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PNJmb. https://putusan3.mahkamahagung.go.id
/direktori/putusan/zaec17723fe5a392a2b5313134363430.html, diakses pada tanggal 12 September

2022.
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C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap
anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seksual pada putusan Nomor
20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr dan putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/
PN-Jmb.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap anak
sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seksual pada putusan Nomor
20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr dan putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/

PN-Jmb berdasarkan Asas Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

D. Manfaat Penelitian
Penulisan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis
dengan memberikan ilmu pengetahuan atau pemikiran di dalam bidang
hukum bagi kalangan akademisi untuk mengetahui permasalahan yang
ada di dalam perkembangan hukum pidana terutama pengetahuan
mengenai kebijakan hukum pidana serta sistem pemidanaan terhadap
anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seksual.
2. Manfaat Praktis
Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam

menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum untuk mahasiswa,
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maupun masyarakat umum yang berminat di dalam bidang hukum

serta pihak — pihak yang terkait di dalam bidang hukum pidana.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari adanya penyimpangan pembahasan dari permasalahan
yang diangkat dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan ruang
lingkup penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di dalam
rumusan masalah yang dibatasi hanya mengenai penerapan sanksi pidana terhadap
anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual berdasarkan Asas Sistem Peradilan
Pidana Anak (SPPA) dan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak
pidana kejahatan seksual atas pertimbangan hakim berdasarkan analisis pada
Putusan  Nomor  20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr dan  Putusan = Nomor

15/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Jmb.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana merupakan teori yang melekat dengan
asas — asas hukum pidana, yang diantaranya adalah asas legalitas dan asas tiada
pidana tanpa kesalahan. Kedua asas ini merupakan landasan inti dalam penjatuhan
pidana kepada seseorang. Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban
pidananya apabila ia melanggar peraturan perundangan —undangan maupun hukum

yang berlaku.?

23 Ratih Latifa, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemaksaan Hubungan Seksual
Terhadap Anak Dibawah Umur Dengan Modus Menyebar Video Asusila Korban Di Media Sosial
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Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk akibat dari perbuatan yang
dilakukan seseorang yang melakukan kesalahan, dimana kesalahan yang dibuat
oleh seseorang tersebut merupakan tindak pidana yang telah diatur oleh Undang —
Undang maupun peraturan lainnya yang berlaku. Untuk menentukan seseorang
tersebut dapat diminta pertanggungjawaban pidananya atau dibebaskan itu harus
terbukti perbuatannya tersebut merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum
atau tidak dan seseorang tersebut dalam keadaan dapat bertanggungjawab atas
perbuatannya.?* Seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidananya
ketika ia tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana yang melawan
hukum.

Maka dari itu Andi Hamzah menyatakan pendapatnya bahwa pembuat
(dader), harus terdapat unsur kesalahan dan bersalah yang memenuhi unsur — unsur
berikut, yaitu :

1. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang perbuatannya

menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum

2. Adanya kaitan antara perbuatan dan pembuat kesalahan, seperti adanya

unsur kesengajaan atau kesalahan pada umumnya (culpa). Dimana

pelaku mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatannya.

Dihubungkan Dengan Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi dan Transaksi
Elektronik”, (Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2021), him. 16,
https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5319/, diakses pada tanggal 13 September 2022.

24 Kanter dan Sianturi, Asas — Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya,
(Jakarta: Storia Grafika, 2002), him. 54.
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3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus

pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya.?

2. Teori Pemidanaan

Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia terdapat beberapa teori
mengenani sistem pemidanaan, yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana
berdasarkan aturan hukum pidana materil, yaitu :

1. Teori Absolut atau Pembalasan (Vergeldins Theorieen)

Teori absolut atau teori pembalasan ini mengajarkan untuk mencari
dasar relevansi dari dilakukannya pemidanaan yang dianggap sebagai
bentuk pembalasan terhadap kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan
oleh seseorang, karena tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
menimbulkan kerugian pada korban. Maka dari itu, teori ini bertujuan untuk
memberikan pembalasan yang diberikan oleh negara kepada pelaku tindak
pidana kejahatan akibat perbuatannya. Menurut teori ini, adanya sebuah
tindak pidana kejahatan pasti mendapat pidana. Teori absolut juga disebut
sebagai teori retribusi.?®

2. Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorieen)

Teori relatif atau teori maksud dan tujuan ini menyatakan bahwa pidana

harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku pelaku kejahatan atau

seseorang yang melakukan kejahatan. Tidak seperti teori absolut yang

2 Arya Bayu Pambudi, “Penerapan Konsep Mens Rea Dalam Pembuktian Tindak Pidana
Pencucian Uang di Indonesia, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan), 2016, him. 35,
http://repository.unpas.ac.id/8839, diakses pada tanggal 13 September 2022.

26 Chairul Huda, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan
Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Kencana Prenada Media), 2006, hlm. 129.
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berfokus kepada pembalasan terhadap peristiwa yang telah terjadi, teori
relatif ini berfokus kepada masa depan, dimana pemidanaan yang diberikan
harus memiliki tujuan dan memberikan manfaat tertentu, tidak hanya
bertujuan untuk memberikan balasan atas perbuatan kejahatan.

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menjadi
salah satu bentuk upaya dalam pencegahan dilakukannya tindak pidana,
maupun adanya pengulangan tindak pidana. Maka dari itu dalam teori
relatif, seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah terpidana harus
diberikan pembinaan hingga selesai menjalani masa pidananya, agar dapat
menjadi seseorang yang lebih baik dan bermanfaat saat kembali ke
lingkungan masyarakat.?’

Teori Gabungan

Teori gabungan ini merupakan teori gabungan dari teori absolut dan
teori relatif. Menurut teori ini tujuan pemidanaan bersifat plural. Teori ini
berawal dari adanya pertentangan pendapat antara teori absolut dan teori
relatif, maka dari itu teori gabungan ini menjadi teori yang menjelaskan dan
memberikan landasan pembenaran tentang pemidanaan berdasarkan kepada
berbagai perspektif. Menurut teori gabungan, tujuan pemidanaan yang
diberikan kepada seseorang selain harus menimbulkan efek jera sebagai
pembalasan, juga harus memperhatikan dan memberikan perlindungan dan

bimbingan terhadap pelaku tindak pidana.?®

9.

¥ Ayu Efritadewi, Modul Hukum Pidana, (Tanjungpinang: UMRAH Press), 2020, hlm.

28 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Bandung: Alumni,

1994), him. 19.
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G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Normatif

Penelitian hukum dilakukan melalui pendekatan normatif. Dimana pendekatan
normatif ini berfokus kepada norma — norma hukum yang tertulis di dalam
peraturan perundang — undangan dan putusan — putusan pengadilan maupun hukum
sebagai patokan manusia dalam berperilaku di dalam kehidupan masyarakat yang
berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang — Undang (Statute Approach)

Dengan menggunakan pendekatan perundang — undangan,penelitian
akan dilakukan dengan menganalisan seluruh peraturan perundang —
undangan, aturan — aturan serta produk hukum yang berkaitan dengan
kebijakan hukum pidana serta sistem pemidanaan terhadap tindak
pidana kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur. %

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus ini menggunakan putusan hakim sebagai sumber
bahan hukum, dimana di dalam penelitian ini penulis akan melakukan
analisis kajian terhadap Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PNMtr

dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN-JMb.

2 Johnny Ibrahim, Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia
Publishing, 2007), hlm. 300.
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3. Sumber Bahan Hukum
Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini ialah dengan memperoleh data
sekunder yang didapat dari pengetahuan yang bersumber pada bahan hukum yang
telah diolah dan dapat berupa dokumen resmi, peraturan perundang — undangan
serta putusan putusan hakim.’® Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.!
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat
mengikat, seperti peraturan perundang — undangan yang terkait dengan
penelitian. Peraturan perundang — undangan yang digunakan oleh
penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang —
Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak
3. Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak
4. Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak

30" Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2004), hlm. 121.

31 Amiruddin, Asikin, H.Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2004), hlm. 12.
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5. Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual
6. Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr
7. Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan seluruh publikasi tentang hukum
yang bukan merupakan dokumen resmi, yang memberikan penjelasan
pendukung bahan hukum primer. Dimana bahan hukum sekunder ini
berupa buku — buku terkait permasalahan hukum, jurnal ilmiah, literatur
-literatur yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupaka bahan hukum yang memberikan
penjelasan pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder
seperti kamus — kamus hukum, ensiklopedia yang berkaitan dengan

penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan dengan melakukan studi kepustakaan dan pengumpulan data pada bahan
hukum primer, sekunder dan tersier. Pada bahan hukum sekunder akan dilakukan
studi pustaka terhadap peraturan perundang — undangan atau bahan — bahan hukum

yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dan sistem pemidanaan
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terhadap tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah

umur.

5. Analisis Bahan Penelitian
Teknik analisis data yang telah diperoleh dari sumber bahan hukum dalam
penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yang kemudian diuraikan secara
deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis secara menyeluruh dan

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul secara umum.?

6. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode penarikan
kesimpulan induktif. Dimana penarikan kesimpulan secara induktif merupakan
penarikan kesimpulan terhadap suatu permasalahan yang bersifat penarikan

kesimpulan khusus ke umum.

32 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2006), him. 169.
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